
SALINAN 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR 20 TAHUN 2011 

 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan 
pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; 
 

  b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 25 Tahun 2005 
tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu 
disesuaikan; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mukomuko tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
 
 
 



  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 
 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

dan  
 

BUPATI MUKOMUKO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 
REKREASI DAN OLAHRAGA.  

 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 

2. Pemerintah  Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 

3. Kepala   Daerah adalah Bupati Mukomuko. 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 



5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dan Perseroan 
lainnya dengan nama dan bentuk apapun. 

6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh 
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip Komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat RTROR 
adalah Retribusi  pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, 
Pariwisata dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

8. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD 
adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek 
Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar Perhitungan dan Pembayaran 
Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.  

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari  mengumpulkan dan 
mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yanng berlaku. 

12. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
 

Pasal 2 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Retribusi yang dipungut sebagai 
pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang 
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
 

Pasal 3 

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat 
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola 
oleh Pemerintah Daerah. 

 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

 

 
 



Pasal 4 
 

Subjek Retribusi adalah orang  pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati 
pelayanan  penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga. 
 
 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 5 
 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 
 
 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
 

Pasal 6 
 

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat 
rekreasi, pariwisata dan olahraga. 
 
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
 
 

Pasal 7 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasarkan atas 
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 
pantas di terima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan 
berorientasi pada harga pasar. 
 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

 
 

Pasal 8 
 

(1) Struktur tarif di golongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu 
pemakaian. 

 

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di 
Kabupaten Mukomuko. 

 

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan 
sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan 
jumlah unsure-unsur tariff, yang meliputi : 
a. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung; 



b. Unsur biaya persatuan penyediaan tidak langsung; 
c. Unsur biaya persatuan penyusunan aktiva tetap dan tidak tetap; 
d. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang 

bersangkutan. 
 

(4) Sruktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : 
 

NO JENIS PELAYANAN 
ANAK-ANAK 

(Per- Hari) 
DEWASA 
(Per-Hari) 

A 1. Tempat Pariwisata   
  Pantai Indah Pasar Mukomuko 

 Pantai Pandan Wangi 

 Pantai  Batung Badoro 

 Pantai Air Punggur (Abrasi) 

 Pantai Pasar Bantal 

 Pantai Pasar Ipuh 

 Pantai Air Rami 

 Padang Panaek 

 Benteng Anna 

 Konservasi Penyu Retak Ilir 

Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 

Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 

 2. Tempat Rekreasi 
•   Air Terjun Mandi Angin 
•   Bendungan Manjuto 
•   Danau Nibung 
•   Danau Lebar 
•   Bendungan Selagan 
•   Taman Teratai 

 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 
Rp. 1.000,- 

 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 
Rp. 2.000,- 

B Tempat Olah Raga 
1. Penggunaan Lapangan Tenis 

 Pukul 06.00 – 12.00 

 Pukul 12.00 – 16.00 

 Pukul 18.00 – 24.00 
2. Penggunaan Lapangan Futsal/Jam 
3. Penggunaan Lap. Bulu Tangkis/Jam 
4. Penggunaan Lapangan Basket/Jam 
5. Penggunaan Lapangan Volli/Jam 
 

 
 

Rp.   25.000,- 
Rp.   25.000,- 
Rp.   50.000,- 
Rp.   25.000,- 
Rp.   25.000,- 
Rp.   25.000,- 
Rp.   25.000,- 

 

 
 
 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
 

 Pasal 9 
  
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan 
tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan. 
 
 
 



 BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

 
 

Pasal 10 
 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 
 
 

BAB IX 
SURAT PENDAFTARAN 

 
 

Pasal  11 
 

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD. 
 

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar 
dan  lengkap serta di tandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya. 

 

(3)  Bentuk, isi, tata cara pengisisan dan penyampaian SPDORD sebagaimana di 
maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan peraturan bupati. 

 
 

BAB X 
PENETAPAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 12 
 

 

Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan 
di tetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB XI 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

 
 

Pasal 13 
 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. 
 

(2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di 
persamakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

 
 

Pasal 14 
 

(1)     Pembayaran retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus. 
 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan 
dengan peraturan bupati. 

 
 
 

BAB XIII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

 
 

Pasal 15 
 

(1)    Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. 
 

(2)    Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana  
di maksud pada ayat (1), antara lain pada saat masa liburan sekolah. 

 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan  
dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB XIV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 16 

 
(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda 2 %      
(dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi 
Daerah (STRD). 
 

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 
dengan Surat Teguran. 

 

BAB XV 
PENAGIHAN 

 
Pasal 17 

 
(1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikeluarkan 

setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 
 

(2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi 

harus melunasi retribusi yang terutang. 
 



(3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

 

BAB XVI 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA 

 
Pasal 18 

 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 
 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 
a. Diterbitkannya surat teguran; atau 
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun 

tidak langsung. 
 

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud apada ayat (2) 
huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 
 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah. 

 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. 

 

Pasal 19 
 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. 
 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 
 
 

Pasal 20 
 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. 

 



(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)  pasal ini adalah pelanggaran. 
 

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara 
 
 

BAB XVIII 
PENYIDIKAN 

 
 

Pasal 21 
 

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi Daerah. 
 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti  keterangan atau 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b.  Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan  yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak pidana Retribusi Daerah; 

c.  Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d.  Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan 
terhadap bahan bukti tersebut; 

f.   Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; 

g.  Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e; 

h.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 
i.   Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 
j.   Menghentikan penyidikan; 
k.  Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 

 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil  penyidikannya kepada penuntut umum 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

 
 
 
 

 
 



BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 22 
 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten 
Mukomuko Nomor 25 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah 
Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 25) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 23 
 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. 

 
 

Pasal 24 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 
Olah Raga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko. 
 
 
 

  Ditetapkan di Mukomuko  
  Pada Tanggal 20 Januari 2011 
 

        BUPATI MUKOMUKO,  
 
 
    ttd 
 
            ICHWAN YUNUS 

 

Diundangkan di Mukomuko 
Pada Tanggal 20 Januari 2011 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
    KABUPATEN MUKOMUKO, 
 
 
  ttd 
 
           BM. HAFRIZAL, SH 
               Pembina Tk. I 
    NIP.19670401 199203 1 012 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 170 

 
 

 



 


